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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

 

A. Gambaran Umum Kantor ANQ Law Firm  

1. Nama Instansi, alamat, dan sejarah berdirinya 

Sebelum menjadi ANQ Law Firm seperti sekarang, 

dulunya adalah Kantor Advokat Syariah Achmad Nur 

Qodin dan partner berubah menjadi ANQ Law Firm. 

Konverensi perubahan tersebut atas permintaan masyarakat 

dan juga pengurus, atas pertimbangan perbedaan dan ciri 

khas karakteristik kantor. Kantor ANQ Law Firm berdiri 

pada tanggal 28 Februari 2008 dan launching pada tanggal 

26 Agustus 2019. Kini ANQ Law Firm telah bekerja sama 

dengan lebih dari 30 KSPPS, BMT, PT, dan Hotel se-

Indonesia. 

ANQ Law Firm berkantor pusat di Jl. Kampus 

UMK Km. 1 Perum Salam Residence Blok A71 Dersalam 

Bae Kudus, Telp. (0291) 4250681 dan kantor cabang di 

Perum Permata Batur Sari K 1 3 Semarang, Telp. (024) 

76414483. Nama ANQ tersebut kepanjangan dari Achmad 

Nur Qodin yang merupakan pendiri sekaligus direktur dari 

ANQ Law Firm. ANQ Law Firm banyak dikenal oleh 

korporasi yang merupakan perusahaan dan lembaga 

keuangan. Kegiatan ANQ Law Firm yaitu penanganan 

kasus hukum, edukasi hukum, dan kajian keislaman bagi 

masyarakat dan karyawan.1 

ANQ Law Firm fokus pada penanganan perkara-

perkara ekonomi syariah maupun ekonomi konvensional 

dan juga mengatasi perkara-perkara selain sengketa 

ekonomi syariah seperti Wanprestasi dan koperasi, 

perceraian, fidusia, pencemaran nama baik, perbuatan 

melawan hukum (PMH), pemalsuan data, dispensasi nikah, 

hak tanggungan dan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, 

baik di lingkungan peradilan umum maupun di peradilan 

agama. 

 
1 https://anqlawfirm.com, Diakses pada 11 Januari 2022, Pukul 

22:00. 

https://anqlawfirm.com/
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ANQ Law Firm mempunyai mitra-mitra diseluruh wilayah 

Jawa Tengah, yang terdiri dari: 

1) KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Pati 

2) KSPPS BMT Tayu Abadi Pati 

3) KSPPS Harum Rembang 

4) KSPPS Aamanh Dana Persada Pati 

5) KSPPS Arta Bahana Syariah Pati 

6) PT. BPR Atha Huda Pati 

7) KSP KUD Mintorogo Demak 

8) KSPPS Al-Hikmah Jepara 

9) KSPPS Pringgodani Demak 

10) KSPPS BMT HIRA Sragen 

11) KSPPS BMT Muamalat Karanganyar 

12) KSPPS Mitra Usaha Mandiri (MUM) Wonogiri 

13) KSPPS BMT Amanah Ummah (AUM) Sukoharjo 

14) KSPPS BMT Nurul Barokah Boyolali 

15) KSPPS Bina Insan Mandiri (BIM) Karanganyar 

16) KSPPS Hudatama Semarang 

17) KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang 

18) KSPPS BMT Anda Semarang 

19) KSPPS BMT Damar Semarang 

20) KSPPS BMT Bahtera Pekalongan 

21) KSPPS BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal 

22) KSPPS Binama Semarang 

23) KSPPS BMT Martabak Mandiri Tegal 

24) KSPPS KSU BMT Al-Barakah Tegal 

25) KSPPS BMT Kanzul Mubarokah An-Nadhiyah Tegal 

26) KSPPS BMT Mandiri Jaya Al-Mardhotillah Tegal 

27) KSPPS Bina Umat Brebes 

28) Puskopsyah BMT Jateng Semarang 

29) MPW Jateng Perhimpunan BMT Indonesia 

30) Inkopsyah Jakarta Regional Jateng 

31) PT. Griya Asri Hidup Abadi Surakarta 

32) Grand Quality Hotel Yogyakarta 

33) Orchid Hotel Yogyakarta 

34) KSPPS El-Fairuz 

35) KSPPS Al-Fadinar 

36) KSPPS BMT  
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2. Visi dan Misi ANQ Law Firm 

a) Visi 

Mewujudkan Ekonomi dan Bisnis Syariah yang 

bermartabat serta menegakan hukum yang adil 

bagi masyarakat. 

b) Misi ANQ Law Firm 

1) Menciptakan Lembaga Hukum dan Bisnis 

Syariah yang professional 

2) Mewujudkan perekonomian untuk 

kepentingan lembaga dan masyarakat secara 

komperhensif 

3) Mengutamakan penyelesaian secara 

msyawarah sebagai prinsip syari’ah 

4) Mencetak sumberdaya manusia yang 

berpendidikan dan mengedepankan prinsip-

prinsip syariah2 

 

3. Struktur Organisasi ANQ Law Firm 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi ANQ Law Firm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 https://anqlawfirm.com/about-us/, Diakses pada tanggal 11 

Januari 2022 pukul 22:00 WIB 

Achmad Nur 
Qodin, S.HI., 

M.H

Founding

Nur Azizah, 
S.Hadministration

Noor Afifah, 
S.I.Kom

IT

Himawan 
Tidolaksono, 

S.H

Litigasi

Saat Abinajih 
Bahruddin 

Bahtiar, S.H
Non Litigasi

Athour 
Rohman, S.H

Litigasi

Fadhilatus 
Sobri, S.H

Non litigasi

Finta Eva 
Fitriani, S.Pd.I., 

M.Pd.I

Finance

https://anqlawfirm.com/about-us/
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4. Ruang lingkup kompetensi ANQ Law Firm 

Kantor ANQ Law Firm menangani berbagai macam 

perkara, yaitu Wanprestasi kasus perdata, Lelang fiat 

pengadilan kasus perdata, lelang melalui KPKNL kasus 

perdata, Gugatan waris kasus perdata, perwalian kasus 

perdata, wali adhol (adlal) kasus perdata, duplikat akte 

cerai, asal usul anak kasus perdata, hak asuh anak kasus 

perdata, pengangkatan anak kasus perdata, pengesahan 

nikah kasus perdata, penipuan dan penggelapan kasus 

pidana, pencemaran nama baik dan fitnah kasus pidana, 

penganiayaan, kasus pembunuhan, pemerasan dan 

pengancaman, perselingkuhan dan nikah siri, pidana 

pencabulan, perusakan barang, kecelakaan lalulintas, 

pemalsuan surat dan mata uang, pecurian dan perampokan, 

hak asuh anak.3 

 

B. Deskripsi Data Penelitian 

1. Bentuk Perkara dan Efektivitas Gugatan Sederhana 

Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. 

Bentuk perkara ekonomi syariah yang diselesaikan 

melalui Gugatan Sederhana di kantor ANQ Law Firm 

adalah perkara pembiayaan bermasalah atau kredit macet 

(wanprestasi). Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 18 

perkara selesai sampai tahap Gugatan Sederhana dan 6 

perkara Gugatan Sederhana dicabut dan dilanjutkan dengan 

proses gugatan biasa.4 

Selanjutnya, efektivitas gugatan sederhana dalam 

menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah di kantor 

ANQ Law Firm itu bisa dikatakan sudah efektif sesuai 

dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dan 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penyelesaian 

perkara sengketa ekonomi syariah melalui gugatan 

sederhana di kantor ANQ Law Firm lebih banyak dipilih 

 
3 https://anqlawfirm.com/about-us/, Diakses pada tanggal 11 

Januari 2022 pukul 22:00 WIB 
4 Nur Azizah, S.H, wawancara oleh penulis, 13 Januari, 2022, 

wawancara 2, transkip.  

https://anqlawfirm.com/about-us/
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klien daripada penyelesaian sengketa ekonomi syariah 

dengan cara biasa.  

Selain itu, penyelesaian perkara sengketa ekonomi 

syariah melalui gugatan sederhana tidak membutuhkan 

waktu sampai berbulan-bulan, biaya yang dikeluarkan 

untuk berperkara tidak terlalu mahal dan dapat selesai 

dengan cepat dalam waktu 25 hari. Ketika mau mengambil 

jalur gugatan sederhana, maka harus diketahui dahulu 

agunan yang dijaminkan harus jelas dan bisa dibuktikan 

pada saat sidang pembuktian di pengadilan.5 

Penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah 

melalui gugatan sederhana di kantor ANQ Law Firm dirasa 

lebih efektif lagi dengan adanya sistem berperkara 

menggunakan aplikasi e-court pengadilan. Dengan adanya 

sistem e-court dapat lebih mempermudah para pihak yang 

berperkara secara online tanpa harus hadir di pengadilan. 

ANQ Law Firm dalam hal ini bertindak sebagai kuasa 

hukum atau yang mewakili klien dalam persidangan di 

pengadilan. ANQ Law Firm sebagai kuasa hukum 80% 

bertindak sebagai wakil dari pihak penggugat.6 

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor ANQ 

Law Firm, maka perkara sengketa ekonomi syariah yang 

ditangani oleh kantor ANQ Law Firm dalam kurun waktu 2 

tahun yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 

sebanyak 34 perkara. Berikut akan disajikan tabel mengenai 

jumlah perkara sengketa ekonomi syariah yang diterima dan 

ditangani kantor ANQ Law Firm selama tahun 2020 sampai 

dengan tahun 2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H, wawancara oleh penulis, 28 

Desember, 2021, wawancara 1,transkip. 
6 Nur Azizah, S.H, wawancara oleh penulis, 13 Januari, 2022, 

wawancara 2, transkip. 
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Tabel 4.1 

Data Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di 

ANQ Law Firm Tahun 2020-2021 

Perkara 

wanprestasi 

ANQ Law Firm 

Jumlah 

2020 2021 

Perdamaian 1 1 2 

Dikabulkan  4 6 10 

Dikabulkan 

dengan verstek 

- 2 2 

Di cabut 7 4 11 

Di tolak 2 - 2 

Gugur - 1 1 

Dismissal 1 2 3 

Di coret dari 

register 

1 2 3 

Total perkara 

wanprestasi 

34 

 

Perdama

ian 

2020 2021 

2/Pdt.G.S/2020/P

A.Dmk 

1/Pdt.G.S/2021/P

A.Skh 

 

Dikabul

kan 

2020 2021 

512/Pdt.G/2020/

PA.Jpr 

1/Pdt.G.S/2021/PA

.Dmk 

1/Pdt.G.S/2020/P

A.Kra 

2/Pdt.G.S/2021/PA

.Dmk 

1/Pdt.G.S/PA.Pt 1/Pdt.G.S/2021/PA

.Kra 

2/Pdt.G.S/PA.Pt 2/Pdt.G.S/2021/PA

.Kra 

 4/Pdt.G.S/2021/PA

.Dmk 

 841/Pdt.G.S/2021/

PA.Kra 
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Dikabulkan 

dengan 

Verstek 

2020 2021 

- 1/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk 

- 4/Pdt.G.S//2021/PA.Dmk 

 

Dica

but  

2020 2021 

3/Pdt.G.S/2020/P

A.Dmk 

1815/Pdt.G/2021/P

A.Dmk 

6/Pdt.G.S/2020/P

A.Dmk 

3/Pdt.G.S/2021/PA

.Dmk 

7/Pdt.G.S/2020/P

A.Dmk 

4/Pdt.G.S/2021/PA

.Pkl 

357/Pdt.G/2020/P

A.Pkl 

2/Pdt.G.S/2021/PA

.Pkl 

1779/Pdt.G.S/202

0/PA.Bi 

 

5/Pdt.GS/2020/PA

.Dmk 

 

6/Pdt.G.S/2020/P

A.Dmk 

 

 

Ditolak 2020 2021 

416/Pdt.G/2020/PAPkl - 

1894/Pdt.G/2020/PA.Jpr - 

 

Gugur  2020 2021 

- 3/Pdt.G.S/2021/PA.Pkl 

 

Dismis

sal 

2020 2021 

1/Pdt.G.S/2020/P

A.Bi 

1/Pdt.G.S/2020/P

A.Bi 

 2/Pdt.G.S/2021/P

A.Bi 

 

Dicor

et 

dari 

regist

er 

2020 2021 
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 0120/Pdt.G/2020/

PA.Bi 

3/Pdt.G.S/2021/PA

.Pt 

  5/Pdt.G.S/2021/PA

.Dmk 

 

2. Pendampingan Pihak ANQ Law Firm Pada Perkara 

Gugatan Sederhana 

Dalam mendampingi pihak yang berperkara, ANQ 

Law Firm melakukan beberapa cara, diantaranya: 

a) KSPPS membuat surat kuasa yang ditunjukkan 

kepada pihak ANQ Law Firm untuk bertindak 

sebagai kuasa hukum dan mendampingi pihak 

KSPPS dalam menyelesaikan perkara wanprestasi. 

Surat kuasa adalah pernyataan pemberian kuasa 

dari seseorang kepada pihak lain untuk melakukan 

suatu kegiatan yang dinyatakan dalam surat 

pernyataan. Surat kuasa biasanya berkaitan dengan 

pelaksanaan kepentingan, sehingga diperlukan surat 

kuasa. Maka dari itu, surat kuasa ditempel materai 

pada kolom tanda tangan pemberi kuasa. Jenis surat 

kuasa yang digunakan ANQ Law Firm adalah jenis 

surat kuasa khusus.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Nur Azizah, S.H, wawancara oleh penulis, 21 Maret 2022, 

wawancara 2, transkip. 
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Gambar 4.2 

Contoh surat kuasa: 
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b) Pihak ANQ Law Firm membuat Somasi I, II, dan 

III untuk ditunjukkan kepada pihak yang 

berperkara 

Ketika debitur tidak melaksanakan kewajiban yang 

telah disepakati sesuai akad perjanjian atau ingkar 

janji, dan telah terbukti terlewat dari waktu yang 

telah ditentukan dalam akad pembiayaan tertulis 

terbukti dengan surat teguran (somasi) dari 

kreditur. Somasi digunakan sebagai bukti bahwa si 

debitur telah ingkar janji.  

Somasi merupakan surat teguran yang ditunjukkan 

dari kreditur kepada debitur agar si debitur mau 

melaksanakan isi dari akad pembiayaan yang telah 

disepakati bersama. Somasi dilakukan secara 

tertulis dan didalamnya menerangkan tentang 

dasar teguran dari akad yang dibuat, kewajiban 

atau prestasi yang dilakukan dan jangka waktu 

yang telah ditentukan.8 

c) Pihak ANQ Law Firm membuat Surat gugatan 

wanprestasi yang ditunjukkan kepada Pengadilan 

Agama yang menangani perkara. 

Dalam membuat surat gugatan wanprestasi pihak 

ANQ Law Firm menerapkan beberapa syarat, 

diantaranya: 

1) KTP Pengurus 

2) PAD 

3) SK 

4) KTP dan KK (Suami dan Istri) 

5) KTP dan KK penjamin 

6) Akad yang digunakan dalam perjanjian 

7) Agunan 

8) Rekening koran 

9) Slip pencairan 

10) SP I, II, III dan tanda terima atau somasi I, II, III 

 
8 Imron Rosyadi, Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah 

(Aspe Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi), (Depok: Kencana, 

2017), 116. 
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Disamping itu, ANQ Law Firm ada 

beberapa ketentuan dalam membuat surat 

gugatan sederhana, antara lain: 

a) Antara penggugat dan tergugat harus dalam 

satu domisili yang sama 

b) Nominal gugatan maksimal Rp. 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

c) Dalam surat kuasa gugatan sederhana, alamat 

advokat mengikuti alamat bank, koperasi atau 

alamat penggugat 

d) Upaya hukum di Pengadilan tingkat I 

e) Biaya perkara untuk gugatan sederhana Rp. 

5000.000,00 (lima juta rupiah) 

Sedangkan untuk surat gugatan biasa, ANQ Law 

Firm mempunyai beberapa ketentuan, diantaranya: 

a) Antara penggugat dan tergugat berbeda 

domisili 

b) Nominal gugatan minimal Rp. 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

c) Dalam surat gugatan biasa alamat advokat 

mengikuti alamat asli advokat 

d) Upaya hukum banding maupun kasasi 

e) Biaya perkara Rp. 10.000.000,00 (sepuluh 

juta rupiah). 
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Gambar 4.3 

Contoh gugatan wanprestasi 

 



50 
 

 

 



51 
 

 
 



52 
 

 



53 
 

 



54 
 

 



55 
 

 
 



56 
 

 



57 
 

Selanjutnya, untuk pemeriksaan perkara wanprestasi 

di ANQ Law Firm, ada beberapa proses yang harus 

dilalui, antara lain: 

 
Pertama, Pembuatan surat kuasa. Untuk pembuatan 

surat kuasa di ANQ Law Firm itu tergantung perkara 

yang masuk lebih dulu di ANQ Law Firm.  

Kedua, pembuatan somasi I, II, III. Ketika berkas 

sudah masuk di ANQ Law Firm, tanggungjawab 

sepenuhnya milik ANQ Law Firm. Pada tahapan ini, 

ANQ mempelajari dan memilah-milah berkas 

perkara dari klien untuk dibedakan berdasarkan jenis 

perkaranya. Sebelum perkara diproses di ANQ, ANQ 

memberikan somasi atau surat pemberitahuan kepada 

pihak yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk 

memberikan musyawarah antara klien dengan pihak 

lawan dari si klien diluar pengadilan. Jika somasi 

tidak ditanggapi, maka pihak yang disomasi dianggap 

tidak beritikad baik. 

 

 

 

perkara masuk di
ANQ Law Firm

berkas dipelajari pihak
ANQ Law Firm, perkara
tersebut masuk kategori
apa? gugatan sederhana
atau gugatan biasa?

pemanggilan
kepada pihak lawan
dari si klien dengan
memberikan surat
somasi

tujuannya untuk
memberikan
musyawarah antara
klien dengan lawan
diluar pengadilan

jika tidak berhasil dalam
musyawarah, maka proses
dilanjutkan dengan
memasukkan berkas perkara
ke pengadilan agama
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Gambar 4.4 

Contoh surat somasi 
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Ketiga, perdamaian para pihak dengan 

musyawarah. Perdamaian para pihak di ANQ Law 

Firm terkadang dihadiri oleh salah satu pihak, tetapi 

ada juga yang langsung menyerahkan sepenuhnya 

kepada pihak ANQ. Dari hasil musyawarah antara 

pihak klien ANQ dengan pihak lawan, maka pihak 

ANQ Law Firm bisa mengetahui keinginan dari 

masing-masing pihak yang berperkara. Sehingga 
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memudahkan ANQ untuk menyelesaikan perkara 

sengketa wanprestasi yang terjadi diantara keduanya. 

Keempat, pembuatan surat gugatan wanprestasi. 

Surat gugatan wanprestasi dibuat jika memang tidak 

menemukan hasil dari musyawarah yang ditempuh 

sebelumnya. Pada tahapan ini, sebelum surat gugatan 

sederhana wanprestasi dibuat. Maka semua bukti-

bukti penting harus ada. ANQ mengecek berkas-

berkas yang dimana berkas tersebut berisikan alat 

bukti untuk diserahkan ketika berkas dilimpahkan ke 

pengadilan. 

Selanjutnya, untuk pemanggilan saksi yang 

menetukan dari pihak ANQ Law Firm. Sebagai kuasa 

hukum yang mewakili klien sebagai penggugat, maka 

ANQ Law Firm mencari saksi sendiri. Yang terlibat 

menjadi saksi adalah orang-orang dari KSPPS 

maupun BMT itu sendiri yang mengetahui perjanjian 

pembiayaan tersebut. Misalnya, remidial, manager, 

maupun pihak marketing yang mengetahui akad 

pembiayaan nasabah tersebut. 

Kelima, pengajuan surat gugatan wanprestasi ke 

pengadilan agama. Surat gugatan wanprestasi yang 

telah dibuat ANQ Law Firm diajukan ke Pengadilan 

Agama dengan berisikan identitas penggugat dan 

tergugat, alasan-alasan gugatan, alat bukti surat, dan 

amar putusan. 

Sedangkan pendampingan hukum dari pihak ANQ 

Law Firm kepada klien untuk menangani perkara 

wanprestasi ketika berkas perkara belum dilimahkan 

ke pengadilan agama adalah dengan mendampingi 

klien untuk bertemu dengan pihak lawan. Setelah itu, 

pendampingan ANQ kepada klien dilanjutkan ketika 

berkas perkara sudah masuk ke pengadilan hingga 

perkara tersebut diputus oleh hakim. 

3. Faktor Kendala dan Solusi ANQ Law Firm dalam 

Menyelesaikan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah 

melalui Gugatan Sederhana. 

Faktor kendala yang dihadapi pihak ANQ Law 

Firm dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi 

syariah terdapat pada karakteristik debitur itu sendiri yang 
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tidak mau melaksanakan kewajiban melunasi tuggakan dan 

kelemahan alat bukti. Ketika pihak yang digugat ANQ 

tekait dengan perbuatan yang dilakukan mengalami 

kesulitan melakukan eksekusi karena memang jaminannya 

sudah tidak ada. Barang yang dijaminkan dalam gugatan 

sederhana perkara wanprestasi di kantor ANQ Law Firm 

berupa jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun 

jaminan fidusia. Terkadang barang yang dijaminkan adalah 

milik orang lain.9 Selain itu, dilihat dari kesiapan para pihak 

penggugat dan tergugat, dan radius domisili para pihak. 

Faktor kendala ANQ Law Firm 

Karakteristik debitur yang 

tidak mau memenuhi 

kewajiban untuk melunasi 

tunggakan 

Faktor karakteristik pihak 

debitur yang tidak mau 

memberikan ganti rugi 

kepada kreditur tersebut 

memang disengaja. 

Sehingga menjadi kendala 

dan membuat waktu 

penyelesaian sengketa 

ekonomi syariah melalui 

gugatan sederhana menjadi 

lebih lama. 

Kelemahan alat bukti Kelemahan alat bukti terjadi 

karena ketika pihak yang 

digugat ANQ tekait dengan 

perbuatan yang dilakukan 

mengalami kesulitan 

melakukan eksekusi karena 

memang jaminannya sudah 

tidak ada. 

Kesiapan para pihak Kesiapan para pihak menjadi 

faktor penting dalam rangka 

efektivitas dan efisiensi 

percepatan proses 

penyelesaian sengketa 

ekonomi syariah melalui 

gugatan sederhana. Kesiapan 

 
9 Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H, wawancara oleh penulis, 28 Desember, 

2021, wawancara 1, transkip. 
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para pihak dapat dilihat dari 

seberapa jauh persiapan para 

pihak, terutama pihak 

penggugat dalam menghadapi 

proses persidangan. Selain itu 

dilihat dari kesiapan 

penggugat dan tergugat dalam 

mempersiapkan alat bukti. 

 

radius domisili para pihak Biaya yang dikeluarkan 

dalam perkara gugatan 

sederhana tidak bisa 

memastikan biayanya 

berapa. Tergantung radius 

domisili para pihak dan 

tergantung pada pihak 

pengadilan. Meskipun 

sama-sama dibawah 

pimpinan Mahkamah 

Agung, jumlah biaya 

berperkara pada setiap 

pengadilan berbeda-beda. 

Maka dari itu, para pihak 

harus berdomisili di 

wilayah hukum yang sama. 

 

Solusi ANQ Law Firm 

1) Pihak debitur wajib membayar ganti rugi, membayar biaya 

perkara,  

dan melaksanakan perjanjian yang telah dibuat antara si debitur 

dengan si kreditur. 

2) Melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap agunan yang 

di  

jaminkan sebelum melakukan akad perjajian 

3) Para pihak yang bersengketa harus mempersiapkan diri dan alat 

bukti  

yang kuat dalam menghadapi persidangan. 

4) Domisili para pihak harus ada dalam satu wilayah hukum yang  

sama, sehingga dapat mengurangi biaya berperkara. 
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C. Analisis Data Penelitian 

1. Analisis bentuk perkara dan efektivitas gugatan 

sederhana dalam penyelesaian perkara sengketa 

ekonomi syariah 

Gugatan sederhana dipilih karena memang dalam 

hal ini penyelesaian sengketa ekonomi syariah hanya dapat 

di lakukan melalui gugatan sederhana saja. Penyelesaian 

sengketa tentang ekonomi syariah dengan menggunakan 

gugatan sederhana dapat untuk memecahkan perkara ingkar 

janji (wanprestasi) dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). 

Penyelesaian melalui gugatan sederhana diharapkan dapat 

mewujudkan penyelesaian yang sederhana, cepat dan 

ringan. 

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, 

yang berbunyi: 

“ Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak 

dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, 

apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi 

perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang 

harus diberikan dibuat dalam tenggang waktu yang telah 

dilampaukannya.” 

Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang kekuasaan kehakiman Pasal 2 Ayat (4) yang 

berbunyi “Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah 

asas yang paling mendasar dari pelaksanan dan pelayanan 

administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas 

efektif dan efisien. Sederhana merupakan pemeriksaan dan 

penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara efektif 

dan efisien. Asas sederhana dalam praktiknya hanya sebatas 

administratif saja tanpa adanya pemahaman bahwa asas 

sederhana harus diterapkan para penegak hukum dan 

dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tingkatan dan 

institusi. Asas cepat yaitu upaya untuk menjadikan sistem 

peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin 

terwujudnya pencapaian keadilan yang cepat bagi para 

pihak yang mencari keadilan. Asas cepat meliputi cepat 

dalam proses, cepat dalam hasil dan cepat dalam evaluasi 

kinerja dan tingkat produktivitas peradilan. Biaya ringan 

yaitu biaya dalam berperkara melalui gugatan sederhana 
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tersebut tidak terlalu mahal sehingga bisa dijangkau semua 

kalangan masyarakat.” 

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa 

penyelesaian sebuah sengketa tentang ekonomi syariah 

yang terjadi di ANQ Law Firm dinilai sudah sangat efektif 

dan sesuai dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata 

Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Sangat efektif 

dalam hal penyederhanaan perkara, efektif waktu selain itu 

juga efektif biaya. 

Penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di 

ANQ Law Firm menjadi lebih efektif lagi dengan adanya 

sistem pendaftaran perkara secara E-Court. E-Court 

merupakan trobosan yang dilakukan Mahkamah Agung 

untuk meningkatkan layanan administrasi yang bertujuan 

untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya 

ringan serta meningkatkan efektivitas sistem peradilan 

sederhana itu sendiri. E-Court diatur dalam Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

administrasi di Pengadilan secara elektronik yang kemudian 

dicabut dan disempurnakan dengan dikeluarkannya Perma 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan 

persidangan secara elektronik.  

E-Court adalah realisasi pendaftaran, pembayaran 

panjar, dan lain-lain perkara dengan model terbaru dari 

pengadilan, yang berbentuk online. Salah satu keuntungan 

adanya sistem E-Court adalah penggilan relaas untuk 

penggugat yang biasanya dapat surat panggilan dari 

pengadilan, panggilannya diganti lewat E-summons atau 

dikirim ke email. Selain itu, persidangan juga dilakukan 

secara online sehingga dari pihak ANQ Law Firm yang 

bertindak selaku kuasa hukum dari pihak penggugat tetap 

mengikuti persidangan yang berlangsung dan memantau 

hingga dijatuhkan putusan oleh hakim pengadilan. 

 

2. Analisis Pendampingan Pihak ANQ Law Firm Pada 

Perkara Gugatan Sederhana 

Menurut Satjipto Raharjo, pendampingan hukum 

merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang 

dengan cara mengalokasikan hak asasi manusia kekuasaan 
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kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan 

hukum.  

Bentuk pendampingan hukum bagi masyarakat dibagi 

menjadi dua, yaitu: 

1) Pendampingan preventif merupakan bentuk 

pendampingan hukum kepada masyarakat yang diberi 

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau sebuah 

opini. 

2) Pendampingan hukum represif, yaitu bentuk 

pendampingan hukum yang ditujukkan dalam 

penyelesaian sengketa 

ANQ Law Firm sebagai kantor advokat syariah, 

mempunyai tugas dan wewenang dalam melaksanakan 

pendampingan hukum. Tugas dan wewenang advokat 

dalam pendampingan hukum antara lain: 

1) Mewawancarai seorang klien dan mentediakan 

nasihat hukum ahli 

2) Menliti, mempersiapkan perkara dan menghadirkan 

para pihak dimuka pengadilan 

3) Menulis dokumen hukum dan menyiapkan 

pembelaan tertulis untuk kasus perdata dan pidana 

4) Memiliki relasi pengacara 

5) Mengkhususkan diri dalam bidang hukum tertentu 

6) Mewakili dan mendampingi para klien di 

pengadilan 

7) Mempersiapkan saksi-saksi 

8) Melakukan negosiasi10 

 

3. Analisis Faktor Kendala dan Solusi ANQ Law Firm 

dalam Menyelesaikan Perkara Sengketa Ekonomi 

Syariah melalui Gugatan Sederhana 

Dalam menjalankan wewenangnya, ANQ Law Firm sebagai 

kantor advokat syariah juga menemukan kendala dalam 

menangani perkara wanprestasi yang dialami kliennya. 

Faktor kendala tersebut meliputi: 

1) Karakteristik debitur yang lalai dengan kewajibannya 

 
10 Satjipto Raharjo, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, 

(Jakarta: Kompas, 2003), 121. 
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Debitur dinyatakan bersalah apabila benar-benar 

terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian dimana 

merugikan pihak kreditur. 

2) Kelemahan alat bukti 

Suatu persengketaan atau perkara tidak bisa 

diselesaikan tanpa adanya alat bukti, artinya jika 

gugatan dari penggugat tidak berdasarkan bukti, maka 

perkara tersebut akan diputus oleh hakim namun 

dengan menolak gugatan karena tidak terbukti. Jika 

dilihat dari para pihak yang berperkara, alat bukti 

merupakan sarana atau alat yang bisa digunakan para 

pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim 

dimuka pengadilan.11 Dalam hal ini ANQ berusaha 

membantu kliennya mengumpukan alat bukti jika 

mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti-

bukti. Baik bukti surat maupun dokumen penting yang 

mendukung. Pihak klien ANQ terkadang mengalami 

kesulitan dalam menghadirkan saksi-saksi, sehingga 

ANQ lah yang menentukan saksi-saksi yang akan hadir 

dipersidangan. 

3) Kesiapan para pihak 

Para pihak harus mempersiapkan diri, mental dan 

bukti-bukti yang kuat ketika menghadapi pihak 

lawan di persidangan nantinya. 

4) Radius domisili para pihak 

Jarak tempat tinggal para pihak juga mempengaruhi 

jumlah biaya berperkara yang dikeluarkan. 

Sehingga harus memperhatikan jarak para pihak 

yang berperkara agar tidak mengeluarkan banyak 

biaya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. 

    

 
11 A. Roihan A. Rosyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 144 


